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PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)

ANTARA
………………
………………

DENGAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

TENTANG
PELAKSANAAN PENELITIAN BERSAMA

Nomor:
……….
……….

Pada hari ini Senin tanggal sepuluh bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga (10-04-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

	I.
	……..
	:
	..........., berkedudukan di ......., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama …………., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.


	II.
	.............
	:
	……….., berkedudukan di Jl. Budi Utomo No. 10, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama …………., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:
1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan fakultas yang membawahi program studi bidang …… di …….. yang bertugas melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.
1. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan fakultas yang membawahi program studi bidang ekonomi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang bertugas melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.
Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Pelaksanaan Penelitian Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK bekerja sama menyelenggarakan program penelitian bersama lintas perguruan tinggi.
2. Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan penelitian bersama guna meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup penyelenggaraan penelitian bersama oleh PARA PIHAK dengan judul “Digitalisasi UMKM dalam Aktivitas Green Campaign, Supply Chain, dan Quality Control sebagai Bentuk Dukungan terhadap Sustainable Development Goals” dalam Skema Penelitian Kerjasama Dalam Negeri pada program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

Ketentuan pelaksanaan kegiatan kerja sama adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan penelitian bersama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan pendanaan dan pemantauan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dalam program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023.
2. Periode pelaksanaan penelitian berdurasi 2 (dua) tahun mulai 2023 sampai dengan akhir tahun 2024. Periode selanjutnya hingga tanggal berakhir Perjanjian Kerja Sama ini merupakan periode monitoring dan evaluasi bagi PARA PIHAK untuk menilai manfaat kegiatan kerja sama.
3. Jadwal dan linimasa pelaksanaan kegiatan ditentukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.



Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA:
a. Menugaskan dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam penelitian.
b. Menjadi koordinator proses pelaksanaan penelitian.
c. Menyusun dan mengajukan proposal penelitian kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
d. Melaksanakan penelitian secara kolaboratif.
e. Mengelola dokumen administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.
f. Menyampaikan laporan kemajuan dan laporan akhir kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
g. Mempublikasikan hasil penelitian di jurnal.
2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
a. Menugaskan dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam penelitian.
b. Melaksanakan proses penelitian secara kolaboratif.
c. Mendukung proses pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian oleh PIHAK PERTAMA.
d. Berperan aktif dalam proses penyusunan proposal penelitian.
e. Berperan aktif dalam proses penyiapan laporan kemajuan dan laporan akhir.
f. Mendukung proses publikasi hasil penelitian di jurnal.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengubah Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi
tanggung jawab dan dibebankan ke anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran PIHAK PERTAMA yang bersumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dalam program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023.
2. Anggaran PIHAK KEDUA berdasarkan kebijakan yang berlaku.



Pasal 7
EVALUASI PELAKSANAAN

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 8
PEJABAT PENGHUBUNG

Untuk menunjang pelaksanaan kerja sama ini, masing-masing PIHAK menunjuk pejabat penghubung, yaitu:

1. Pejabat penghubung dari PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
Nama	:	
Jabatan	:	
Alamat	:	
Telepon / HP	:	
Email	:	

2. Pejabat penghubung dari PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
Nama	:	
Jabatan	:	 
Alamat	:	Jl. Budi Utomo No.10, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471
Telepon / HP	:	(0352) 481124, 487662 
Email	:	

Setiap perubahan alamat dan/atau informasi yang terjadi terhadap PARA PIHAK, maka PIHAK yang mengalami perubahan tersebut, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK yang lainnya.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (force majeure), PARA PIHAK dapat melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan PARA PIHAK.
1. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain bencana alam dan non-alam, serta adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 10
ADENDUM

1. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara rencana dan kondisi riil dalam pelaksanaan kerja sama ini, maka akan dilakukan perubahan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau ditambahkan melalui dokumen adendum yang dibuat hanya dengan kesepakatan dari PARA PIHAK.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



	PIHAK PERTAMA,
…..
…..





………
Dekan
	PIHAK KEDUA,
……..
……..





……..
Dekan





Lampiran Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement) antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hayam Wuruk Perbanas dengan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo tentang Pelaksanaan Penelitian Bersama Nomor 6029/Ma.40003/04/23 dan 1472/IV.4/KS/2023


DAFTAR ANGGOTA TIM PELAKSANA
PENELITIAN KERJASAMA DALAM NEGERI (PKDN) 2023

	Nama Anggota
	NIDN
	Perguruan Tinggi
	Peran

	Luciana Spica Almilia
	0704127401
	Universitas Hayam Wuruk Perbanas
	Ketua Pengusul

	Lufi Yuwana Mursita
	0726109401
	Universitas Hayam Wuruk Perbanas
	Anggota Pengusul

	Nurul Mustafida
	0722079401
	Universitas Hayam Wuruk Perbanas
	Anggota Pengusul

	Rizki Rachmadia
	0704119302
	Universitas Muhammadiyah Ponorogo
	Anggota Pengusul

	Dwi Irnawati
	0709059402
	Universitas Bojonegoro
	Anggota Pengusul

	Nita Selvia Rohmayati
	0712059401
	Universitas KH Bahaudin Mudhary Madura
	Anggota Pengusul
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